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Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam kondisi tertentu yang diduga kuat akan menimbulkan
risiko pengalihan/penarikan dana nasabah dari Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif dan
wajar (displaced commercial risk), LKS membuat kebijakan yang
dikenal dengan metode perataan pendapatan yang antara lain berupa:
1) perataan pendapatan tanpa membentuk cadangan penyesuaian
keuntungan, dan 2) perataan pendapatan dengan membentuk
cadangan penyesuaian keuntungan (Profit Equalization
Reserve/PER);

b. bahwa praktik perataan pendapatan dengan atau tanpa pembentukan
cadangan penyesuaian keuntungan dalam bagi hasil dana pihak
ketiga yang dilakukan oleh LKS memerlukan ketentuan syariah yang
dapat dijadikan acuan dalam kegiatan operasionalnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI
memandang perlu menetapkan fatwa tentang Metode Perataan
Pendapatan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga untuk dijadikan
pedoman oleh LKS.

1. Firman Allah SWT

a. Q.S. al-Ma'idah [5]: 1:

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ... "

b. Q.S. al-Isra' [17]: 34:
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" ... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban ... "

c. Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

" ... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba ... s s

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. "

e. Q.S. al-Nisa' [4]: 29:
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"
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di an tara kalian ... s s

f. Q.S. al-Baqarah [2]: 283:

" ... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ... "

g. Q.S. al-Nisa' [4]: 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya ... "

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat
Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:
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"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/
merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya
(kerugian yang ditimbulkan _oleh orang lain) dengan bahaya
(perbuatan yang merugikannya). " (HR. Ibnu Majah)

b. Hadis Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:
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"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia
(mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan Abbas itu sampai pada Rasulullah, beliau
membolehkannya. " (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

c. Hadis Nabi riwayat ThnuMajah dari Shuhaib:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewqwut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual. " (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

d. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Kitab Ahkam,
bab: "ma dzukira 'an Rasulillah", No: 1272:
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"Shuln (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslim in terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram. "

e. Atsar dari Sayyidina 'Ali karramallahu wajhah (al-Mushannaf,
Abdurrazzaq, 8/238, al-Maktab al-Islami 1403 H cet. II):

"Keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan, dan
kerugian ditanggung pemilik modal. "

3. Kaidah fikih:

"Pada dasamya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

.y

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah."

"Orang yang berderma tidak boleh dipaksa." (Durar al-
Hukkamfi Syarh al-Majallah al-Ahkam, pasal 761, hlm, 216)
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"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus
mempertimbangkan mashIahat." (al-Asybah wa al-Nazha'ir
'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man, Zain aI-Abidin Ibnu
Ibrahim Ibn Nujaim, Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah.
1968, hIm. 123; dan al-Asybah wa al-Nazha 'ir fi Qawa 'id wa
Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah, laIaI aI-Din 'Abd aI-Rahman Ibnu
Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm.
233)
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"Bajat menempati tempat darurat." (Dalam pengertian, hajat
dapat berstatus sarna dengan darurat). (al-Asybah wa al-
Nazha'ir ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man, Zain aI-Abidin
Ibnu Ibrahim Ibnu Nujaim, Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa
Syirkah. 1968, hlm, 91; al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id
wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibnu
Bakr aI-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987, hlm, 179)
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"Bajat tidak menyebabkan bagi seseorang boleh mengambil
harta milik pihak lain." (al-Qawa'id al-Fiqhiyyah ..., 'Ali
Ahmad al-Nadwi, Damaskus: Dar al-Qalam. 1994, hlm. 102)
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"Seseorang/pihak tidak boleh mengambil harta milik pihak lain
tanpa sebab yang sah menurut syara'." (Syarh al-Qawa 'id al-
Fiqhiyyah, Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa,
Damaskus: Dar al-Qalam. 1989, hlm. 465).
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Memperhatikan : a. Keputusan AAOIFI dalam Mi'yar Syar'i, nomor: 12 (angka
3/1/5/14) yang menyatakan bahwa:
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"Berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau keputusan dari para
pemegang saham, perusahaan boleh menahan keuntungan
perusahaan tanpa dibagikan, atau menyisihkan keuntungan dalam
jumlah tertentu secara periodik untuk memperkuat kinerja
perusahaan (solvency reserve), atau membentuk cadangan khusus
untuk menanggulangi risiko kerugian modal (investment risk
reserve), atau untuk menjaga kestabilan pembagian keuntungan
(profit equalization reserve)."

b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa
Adillatuhu (juz V, hlm. 3939):

"Ulama Hanafiah membolehkan untuk membuat syarat bahwa salah
satu pihak yang berakad memperoleh dinar dengan jumlah tertentu
yang diketahui dalam hal keuntungan usaha melebihi nilai tertentu;
syarat terse but dipandang sah dan tidak berdampak pada sahnya akad
mudharabah, karena hal tersebut tidak menyebabkan ketidakjelasan
(bagian) keuntungan."

c. Kesimpulan dan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah
(Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama
Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia) tentang Pengaturan
Pendapatan dan Pembentukan Cadangan dalam Rangka Penyesuaian
Keuntungan (Profit Equalization Reserve), tanggal 20 Desember
2012;

d. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Jumat, tanggal
21 Desember 2012.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak
Ketiga

Pertama Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Metode Perataan Penghasilan/Laba (Income Smoothing Method)
adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan
dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian
labaJpenghasilan dalam satu periode dan dialihkan pada peri ode lain
dengan tujuan mengurangi fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil
antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Nasabah penyimpan
dana (Dana Pihak KetigaJDPK);

2. Metode Perataan Penghasilan dengan Membentuk Dana Cadangan
adalah pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas
bagi hasil antara LKS dan Nasabah Penyimpan Dana dengan cara
membentuk cadangan perataan labaJpenghasilan (Profit
Equalization Reserve);

3. Profit Equalization Reserve (PER) adalah dana cadangan yang
dibentuk oleh LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKS
yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk
penyesuaian bagi hasil dana mudharabah (muthlaqah); dan dalam
hal simpanan dana Nasabah menggunakan akad mudharabah
muqayyadah, jika disepakati para pihak, pembentukan cadangan
penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan
keuntungan Nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang
diproyeksikan;

4. Metode Perataan Penghasilan Tanpa Membentuk Cadangan adalah
pengaturan pengakuan dan pelaporan laba dari waktu ke waktu
untuk tujuan pengaturan bagi hasil antara LKS dan Nasabah tanpa
pembentukan cadangan.

Kedua Ketentuan Hukum
Metode Perataan Penghasilan dengan atau tanpa membentuk cadangan
boleh dilakukan dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan
mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga Ketentuan terkait Pembentukan Dana Cadangan
1. LKS boleh membentuk Dana' Cadangan (PER) untuk

mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi bagi hasil untuk
Nasabah penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang
diproyeksikan;
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2. Dana Cadangan (PER) secara prinsip boleh dibentuk melalui
penyisihan keuntungan sebelum dibagihasilkan dengan syarat:

a. bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan,
dan

b. dengan izin Nasabah DPK;

3. Dana Cadangan (PER) tidak boleh dibentuk dengan mengurangi
bagi hasil yang merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil
aktuallebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan;

4. Dalam hal akad Mudharabah Muqayyadah, Dana Cadangan (PER)
boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak Nasabah
yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah
dibagihasilkan dengan izin Nasabah DPK;

5. Dana Cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan
keuntungan sebelum dibagihasilkan yang melebihi tingkat imbalan
yang diproyeksikan merupakan hak Nasabah DPK secara kolektif
yang harus dikelola secara terpisah oleh LKS untuk proses
pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi Nasabah DPK;

6. Pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kebijakan dan
pelaksanaan LKS dalam Pembentukan Dana Cadangan (PER) dan
penggunaannya merupakan kewenangan pihak otoritas.

Keempat Ketentuan terkait Perataan Penghasilan dengan atau tanpa
Pembentukan Cadangan

1. Metode Perataan Penghasilan yang dibolehkan adalah: dengan
membentuk cadangan atau tanpa membentuk cadangan;

2. Perataan Penghasilan hanya boleh digunakan LKS dalam kondisi
yang diduga kuat berpotensi menimbulkan risiko penarikan dana
nasabah akibat tingkat imbalan dari LKS yang tidak kompetitif
(displaced commercial risk);

3. Kondisi sebagai dimaksud pada angka 2 di atas harus ditentukan
oleh pengurus LKS berdasarkan pedoman operasional/ standard
operating prosedure (SOP) LKS dengan memperhatikan opini
Dewan Pengawas Syariah;

4. Kebijakan Perataan Penghasilan hanya boleh diberlakukan terhadap
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menggunakan akad mudharabah;

5. Kebijakan Metode Perataan Penghasilan tidak boleh dilakukan
apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan
praktik ribawi terselubung di mana imbalan diberikan tanpa
memperhatikan hasil nyata; dan
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6. Dalam penggunaan Metode Perataan Penghasilan Tanpa Cadangan
yang dilakukan dalam hasil usaha yang dibagihasilkan lebih rendah
dari proyeksi, LKS boleh melepaskan haknya (isqath al-haqqlat-
tanazul 'an al-haqq) untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah
DPK agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah.

Kelima Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Jakarta
07 Shafar 1434 H
21 Desember 2012 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,
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